
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 63 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah
Talrun Anggaran 2024 berdasarkan ketentuan
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tattun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah perlu menunjuk Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah, Bendahara Umum Daerah
dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang
Penunjukan Pej abat Pengelola Keuangan Daerah,
Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara
Umrrm Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20O 1 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2L tefiang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2OO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, 't arnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4246l,, sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2O2I tentang Harmonisasi Peraturan Perpaj akan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O2 1 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 67 36\;
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 67361;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentr.rkan Peraturan Perundang- undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O12 Nomor 143, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 68O 1);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2O14 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67s71;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pernbentr.rkan Provinsi Papua Tengah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6a0a);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 1O9 Tahun 2OOO
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2lO, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4O28);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5
tentang Pengelolaan Ker.angan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO5 Nornor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4505)
sebagairnana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nornor 23
Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 17 l,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 53aO);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungiawaban Kepada Dewan Perwakilan
RakSrat Daerah dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahr.rn 2OO7 Nomor 19, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
46e3);

I 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Ta-hun 2019 Nomor 42, Ta::r:.bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2O2L tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

14. Peratural Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673111,
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 ta}lr:ln 2Ol7
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.O7 12022
tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka
Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 411), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
I8/PMK.O7 /2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 76 /PMK.O7 12022 tentang
Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 197);

Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor4 Tahur: 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 (Beita
Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

Menetapkan
KESATU

KEDUA

MEMUTUSI(AN:

Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara
Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam fungsinya
sebagai Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf d, berwenang
a. men1rusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
b. mengesahkan DPA-SKPD;
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
e. melaksanakal pemungutan pajak daerah;
f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
g. menyiapkal pelaksanaan pinjaman dan pemberian

jaminan atas nama pemerintah daerah;
h. melaksanakan......./5



KETIGA

KEEMPAT

KBLIMA

KEENAM

h. melaksanakal sistem akuntansi dan peiaporan
keuangan daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal

penerimaan dan pengeluaral daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak
dilakukan melalui RKUD.

k. mengelolainvestasi;
[. menetapkan anggaran kas;melakukan pembayaran

melalui penerbitan SP2D;
rn. membuka rekening Kas umum daerah;
n. membuka rekening penerimaan;
o. membuka rekening pengeluaral; dan
p. men1rusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
a. menyiapkan anggaran kas;
b. menyiapkan SPD;
c. menerbitkan SP2D;
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

e. mengrrsahakan dan mengatur dana yang diperlukan
dalam peiaksanaan APBD;

f. menyimpan uang daerah;
g. melaksanakan penempatan uang daerahan

mengelola/ menatausahakan investasi;
h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/ KPA

atas Beban APBD;
i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas

nama pemerintah daerah;
j. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
k. melakukan penagihan piutang daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum
Daerah dalam melaksanakan tugas dal wewenangnya
bertanggunglawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah-

Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan
T\rgasnya bertanggungiawab kepada Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini dibebankan pada APBD Provinsi
Papua Tengah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH:......./6
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: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dan mempunyai dayalaku surut terhitung
bulan Januari 2O24.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 22 Mei 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya

NH PRo

A

UNG, SH., MH
NIP. 08 2002t2 1 AO2

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth :

l. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 63 TAHUN 2024
TENTANG : PENUNJUI(AN PEJABAT PENCELOLA

KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA
UMUM DAERAH DAN KUASA
BENDA}iARA UMUM DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

PE.IABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM
DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NH PRO

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

dengan aslinya
OHU

G, SH., MH
0608 200212 | oo2

NO

NAMA
PANGKAT/GOL

NIP

JABATAN DALAM
INSTANSI KETERANGAN

I
YOHAN TONO TENOUYE, S.E.
Pembina Tk. I (tv/b)
NIP. 19700129 199701 r OOI

Plt. Kepala BPPKAD

YOHAN TONO TENOUYE,S.E.
Pembina Tk. I (rvlb)
NIP. 19700129 199701 1 001

Plt. Kcpala
BPPKAD

MUCH. SUROTO, S.T.
Pembina (IVla)
NrP. 19740221 200012 I OO5

Plt. Kepala Bidang
Perbendaharaan,
Akuntansi dan

Pelaporan

PPKD

2

3

BUD

Kuasa BUD


